BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 43 TAHUN 2018

*TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 98
TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga properti berdasarkan
Laporan Jasa Appraisal Rumah Jabatan dan Rumah Dinas
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
Nomor : 2018.04.02/L.P.DPRD-KRGNYR/RPM/001, tanggal
02 April 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Rachmat MP & Rekan maka besaran tunjangan perumahan
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Karanganyar tidak sesuai lagi dengan
kondisi terbaru sehingga Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan
Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98
Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;



. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5104);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 76);

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017
tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan
Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017
Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal |

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2017 Nomor 98), diubah sehingga Pasal 6 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan paling

tinggi :



a. Ketua DPRD : Rp 17.000.000,00/bulan (tujuh
belas juta rupiah per bulan);

b. Wakil Ketua DPRD : Rp 12.500.000,00/bulan (dua
belas juta lima ratus ribu rupiah
per bulan);

c. Anggota DPRD . Rp 8.500.000,00/bulan (delapan
juta lima ratus ribu rupiah per
bulan).

(2 Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dibayarkan terhitung mulai 2 Mei 2018.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2018
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 25 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Ba®iah Hukum,

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 1799903 1 009



